BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.2/Kep. 647-Disdik/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Menimbang

DI KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, penggabungan satuan pendidikan
merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih
satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama

menjadi satu satuan pendidikan;

bahwa untuk peleburan atau penyatuan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada hurufl a, maka
dua atau lebih satuan pendidikan perlu digabung
dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e,
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022
tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon,

Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan



Mengingat

penggabungan secara tertulis kepada Bupati untuk

ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu  menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di

Kabupaten Cirebon;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan



10.

14,

12.

13.

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011
Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022
tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah  Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  Penggabungan  Sekolah  Dasar  Negeri
di Kabupaten Cirebon, dengan daftar nama sekolah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Dengan adanya penetapan penggabungan Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Cirebon, maka hal-hal yang berkaitan
dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah,
Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset

sekolah akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2023

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR ©421.21/Kep. 647 - Disdik/2023
TANGGAL : 3 Juli 2023
TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN CIREBON
DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG MENGALAMI PENGGABUNGAN
NO SDN YANG DIGABUNG KECAMATAN SDN SETELAH PENGGABUNGAN
1 SD NEGERI 1 GEMBONGAN BABAKAN SD NEGERI 1 GEMBONGAN
SD NEGERI 2 GEMBONGAN
2 SD NEGERI 1 TENJOMAYA CILEDUG SD NEGERI 1 TENJOMAYA
SD NEGERI 2 TENJOMAYA
3 SD NEGERI 1 GEGESIK KULON GEGESIK SD NEGERI 1 GEGESIK KULON .
SD NEGERI 2 GEGESIK KULON 1\
4 SD NEGERI 1 BAYALANGU LOR GEGESIK SD NEGERI 1 BAYALANGU LOR
SD NEGERI 3 BAYALANGU LOR
S SD NEGERI 1 GEGESIK WETAN GEGESIK SD NEGERI 1 GEGESIK WETAN
SD NEGERI 2 GEGESIK WETAN
6 SD NEGERI 1 LEBAK MEKAR GREGED SD NEGERI 1 LEBAK MEKAR
SD NEGERI 3 LEBAK MEKAR
7 SD NEGERI 1 NANGGELA GREGED SD NEGERI 1 NANGGELA
SD NEGERI 2 NANGGELA
8 SD NEGERI 1 SINDANGKEMPENG GREGED SD NEGERI 1 SINDANGKEMPENG

SD NEGERI 2 SINDANGKEMPENG




NO SDN YANG DIGABUNG KECAMATAN SDN SETELAH PENGGABUNGAN

9 SD NEGERI 2 KARANGSUWUNG KARANGSEMBUNG | SD NEGERI 2 KARANGSUWUNG
SD NEGERI 3 KARANGSUWUNG

10 SD NEGERI 1 KARANGWANGI KARANGWARENG SD NEGERI 1 KARANGWANGI
SD NEGERI 2 KARANGWANGI
SD NEGERI 3 KARANGWANGI

11 SD NEGERI 2 LEMAHABANG LEMAHABANG SD NEGERI 2 LEMAHABANG
SD NEGERI 3 LEMAHABANG

12 SD NEGERI 1 ASTANALANGGAR LOSARI SD NEGERI 1 ASTANALANGGAR
SD NEGERI 2 ASTANALANGGAR

13 SD NEGERI 1 SETUPATOK MUNDU SD NEGERI 1 SETUPATOK
SD NEGERI 3 SETUPATOK

14 SD NEGERI 1 PABUARAN KIDUL PABUARAN SD NEGERI 1 PABUARAN KIDUL
SD NEGERI 2 PABUARAN KIDUL

15 SD NEGERI 1 KEPUH PALIMANAN SD NEGERI 1 KEPUH
SD NEGERI 2 KEPUH

16 SD NEGERI 1 CENGKUANG PALIMANAN SD NEGERI 1 CENGKUANG
SD NEGERI 2 CENGKUANG

17 SD NEGERI 1 BALERANTE PALIMANAN SD NEGERI 1 BALERANTE
SD NEGERI 2 BALERANTE
SD NEGERI 3 BALERANTE

18 SD NEGERI 2 ENDER PANGENAN SD NEGERI 2 ENDER

SD NEGERI 3 ENDER




NO SDN YANG DIGABUNG KECAMATAN SDN SETELAH PENGGABUNGAN

19 SD NEGERI 1 GETRAKMOYAN PANGENAN SD NEGERI 1 GETRAKMOYAN
SD NEGERI 2 GETRAKMOYAN

20 SD NEGERI 3 PANGURAGAN WETAN PANGURAGAN SD NEGERI 3 PANGURAGAN WETAN
SD NEGERI 4 PANGURAGAN WETAN

21 SD NEGERI 1 PANEMBAHAN PLERED SD NEGERI 1 PANEMBAHAN
SD NEGERI 2 PANEMBAHAN

22 SD NEGERI 1 GEGUNUNG SUMBER SD NEGERI 1 GEGUNUNG
SD NEGERI 2 GEGUNUNG

23 SD NEGERI 1 SURANENGGALA SURANENGGALA SD NEGERI 1 SURANENGGALA
SD NEGERI 2 SURANENGGALA

24 SD NEGERI 1 SURANENGGALA KIDUL SURANENGGALA SD NEGERI 1 SURANENGGALA KIDUL
SD NEGERI 2 SURANENGGALA KIDUL

25 SD NEGERI 1 SURAKARTA SURANENGGALA SD NEGERI 1 SURAKARTA
SD NEGERI 2 SURAKARTA

26 SD NEGERI 1 PURWAWINANGUN SURANENGGALA SD NEGERI 1 PURWAWINANGUN
SD NEGERI 2 PURWAWINANGUN

27 SD NEGERI 1 KERANDON TALUN SD NEGERI 1 KERANDON
SD NEGERI 3 KERANDON

28 SD NEGERI 2 WANASABA KIDUL TALUN SD NEGERI 2 WANASAIA KIDUL
SD NEGERI 3 WANASABA KIDUL

29 SD NEGERI 1 GESIK TENGAHTANI SD NEGERI 1 GESIK




NO SDN YANG DIGABUNG KECAMATAN SDN SETELAH PENGGABUNGAN
SD NEGERI 3 GESIK

30 SD NEGERI 1 KALITENGAH TENGAHTANI SD NEGERI 1 KALITENGAH
SD NEGERI 2 KALITENGAH
SD NEGERI 3 KALITENGAH

31 SD NEGERI 1 MEGU GEDE WERU SD NEGERI 1 MEGU GEDE

SD NEGERI 2 MEGU GEDE
SD NEGERI 3 MEGU GEDE

BUPATI CIREBON,




PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat Nomor 10 Sumber Cirebon (45611) Jawa Barat
Telp. (0231) 321266 E-mail : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

NOTA DINAS
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan
Tanggal : 1/ Juni 2023
Nomor : Ha3y /2y12-PSD 997 (m7/
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, dengan telah ditetapkannya
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon, ada beberapa Sekolah Dasar Negeri Satu
Hamparan yang telah mengalami penggabungan (merger) melalui surat
Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 421.1/Kep.391-Disdik/2022
(Tahap I) dan surat Bupati Cirebon Nomor : 421.21/Kep.748-
Disdik/2022 (Tahap II) serta beberapa seckolah yang akan dilakukan

penggabungan.

Sehubungan hal tersebut, kami mengajukan permohonan
Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penggabungan Sekolah

Dasar Negeri Di Kabupaten Cirebon untuk tahap yang ketiga (III).

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnva kami
menunggu arahan Bapak untuk tindaklanjutnya. Atas perhatiannya

kami haturkan terimakasih.

= Kf:pala Dlna&. Pendidikan

ro, S.Pd., M.M.
Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
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Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Hal

NOTA DINAS

. Yth. Bupati Cirebon

: Kepala Dinas Pendidikan

. 21 Juni 2023

. 4u. 2 /vgePSD

. 1 (satu) Bendel

. Permohonan  Penandatanganan  Surat Keputusan  Penetapan

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, dengan telah ditetapkannya
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon, ada beberapa Sekolah Dasar Negeri Satu
Hamparan yang telah mengalami penggabungan (merger) melalui surat
Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 421.1/Kep.391-Disdik /2022
(Tahap I) dan surat Bupati Cirebon Nomor 421.21/Kep.748-
Disdik/2022 (Tahap II) serta beberapa sekolah yang akan dilakukan

penggabungan.

Sehubungan hal tersebut, kami mengajukan permohonan
Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Penggabungan Sekolah

Dasar Negeri Di Kabupaten Cirebon untuk tahap yang ketiga (III).

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami
menunggu arahan Bapak untuk tindaklanjutnya. Atas perhatiannya

kami haturkan terimakasih.

.,-~;-;-::\ as Pe?ndidikan
*', ".'t‘j. aten Cirebon,

7\

o/
B
~._Pe bifa Utama Muda

NIP.-19701121 199903 1 006




PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

JI. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321 266 Fax. (0231) 321 266
Website : http://disdik.cirebonkab.go.id e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

BERITA ACARA
TIM PERTIMBANGAN MERGER SEKOLAH DASAR NEGERI

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di

bawah ini Tim Pertimbangan Merger Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cirebon telah melakukan rapat penetapan

Sekolah Dasar Negeri yang akan di merger sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Pertimbangan Merger Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cirebon dengan ini

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ~ Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon  Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar
Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2022 Nomor 122)

Tim Pertimbangan Merger Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cirebon merekomendasikan Sekolah Dasar Negeri

yang di lakukan merger (daftar nama sekolah terlampir).

1. Ketua merangkap Anggota

2. Anggota

TIM PERTIMBANGAN MERGER SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

H. Ronianto, S.Pd., M.M.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Yadi Supriyadi, S.Sos., M.Pd.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon




3. Anggota ' E | Ade Kandar, S.Sos.
Kepala Bidang Pendidikan SD

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

4. Anggota Asep M Muflih Hakim, S. Sos,M.Si.
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

5. Anggota Kanadi, ST.

Kepala Seksi PTK Bidang Pendidikan SD
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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VIVOONHUNVANS € [dEDOHAN dS

VIVOONHNVINS T [[IHOHEN dS VIVOONHNVINS VIVOONUNVYANS T [dHOHUN dS €
ONANNDHD T [dHOHEAN dS

ONNANNDHED T [MMEIDHEN dS JHHNNS ONNNNDHED T [IEDOHAN dS (44
NVHVHWNHNVYd ¢ [NEOHAN dS

NVHVAINHINVd T [dHADHAN dS JHIHTd NVHVHNHNVYC T [d4HOHN dS IC
NVLEHM NVOVINDONVC v ITIHEHDAN dS

NVLHM NVOVINDNVC € [MIHOHEAN dS NVOVINONVI NV.LHM NVOVINONVd € [dHdDHEN dS 0c

NVONNIVOONId HVITALAS NAdS NV.LVINVOIH ONNIVDIIAd DNVA NAS ON




IO NOHN € [JEDHAN dS
HAED NOHN ¢ [JADHAN dS

HAHED NOHN T [IIDHN dS NAHM HAHD NOHEN T [IHOEAN dS 1€
HVONHLITVI € [MADHAN dS
HVONHLITVY ¢ [dHEDHAN dS
HVONHLITVY T TdIEOHUN dS INV.LHVONH.L HVONHLITVI T [JHEDHAN dS o€
NVONNIVOONId HVIAdLAdS NAdS NV.LVINVOHII DNNIVDId DNVA NAS ON




